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ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Produk Dalam Menggunakan Jasa
Endorse Yang Dipasarkan Melalui Media Sosial

AHMAD ZUHRI PILIANG
1606200027

Media online menjadi bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi,
pesan, dan salah satunya menunjang terbentuknya media bisnis. Secara harfiah
merupakan kegiatan menyampaikan, berinteraksi, mencari informasi, jual-beli
serta menyagjikan kepada khalayak luas. Benar di era globalisas media online
menjadi penunjang untuk meningkatkan kebutuhan informasi itu sendiri seiring
dengan keberadaan media sosial yang mulai merambah dimasyarakat. Seiring
berkembangnya pola perilaku dan kebutuhan masyarakat, media sosial kini tidak
hanya dimanfaatkan untuk sekadar berkomunikasi, melainkan dapat dioptimalkan
untuk meningkatkan pendapatan usaha.

Pelaku usaha memanfaatkan keberadaan media sosial untuk meningkatkan
pendapatan melalui pemasaran yang baik, menarik dan jujur. Melihat banyaknya
kebutuhan dan maraknya permintaan masyarakat, maka untuk memenuhinya
pelaku usaha sebagai pemasar ikut turut mengikuti perkembangan media sosia
dengan strategi pemasaran menggunakan jasa endorse yang termasuk baru
didunia bisnis. Endorsement berasal dari kata endorse yang berarti memberi saran.
Secara istilah endorsement artinya meminta public figure terkena di media sosia
untuk mempromosikan produk perusahaan. Public figure yang dipilih bukan
orang sembarangan, para pelaku usaha biasanya memilih selebgram media sosia
instagram yang memiliki banyak followers di akunnya.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian
deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui studi
kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Kata kunci: Pemilik produk, Endorse, Media sosial
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan perekonomian Indonesia terutama dibidang
bisnis, perdagangan, telah banyak menghasilkan barang dan jasa yang dikonsums
oleh masyarakat. Metode dari pemasaran produk yang ditawarkan oleh para
pemilik usaha pun beraneka ragam jenisnya, mulai dari pemasaran secara iklan
dimedia cetak maupun media elektronik, menggunakan sistem brosur atau
selebaran. Walau pada jaman kecanggihan teknologi sekarang ramai penggunanya
menggunakan media sosia sebagal sarana mencari informasi secara luas,
sehingga timbullah ide pemilik produk yang memanfaatkan kecanggihan
teknologi untuk mendapatkan pemasaran yang luas dan lebih baik ketimbang
menggunakan selebaran yang sangat lambat mendukung pertumbuhan pemasaran
pemilik produk.

Pemasaran melalui media elektronik didukung dengan banyaknya
pengguna media sosial, menariknya hal ini dimanfaatkan pemilik produk untuk
meningkatkan pemasaran dengan memanfaatkan jasa endorse, dimana elemen
yang menjadi jasa endorse ini melibatkan orang yang merupakan kalangan artis,
selebgram dan influencer. Pemilik produk memberikan produknya kepada jasa
endorse, jasa akan memberikan ulasan yang sesuia dengan produk yang diberikan
pemilik produk, mulai dari cara endorsement menyapaikan, menampilkan produk
sehingga konsumen akan tertarik memakai ataupun menggunakan produk yang di

pasarkan.



Fakta yang diterima masyarakat yang menjadi jasa endorse merupakan
orang-orang Yyang memiliki pengaruh lebih daam memasarkan dan
mempromosikan suatu produk, produk yang memungkinkan banyak dibutuhkan,
diperlukan, dan digunakan dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Jasa
endorse bisa sgja orang yang menjadi pemilik produk lalu memasarkannya dan
mempromosikannya, bisa juga sekadar menjadi orang yang memasarkan suatu
produk tapi tidak memiliki produk tersebut.

Orang sudah tidak asing lagi dengan kata endorse atau endorsement,
khusus bagi pengguna media sosial, seperti: instagram, facebook, whatsapp, tiktok
dan twitter ataupun youtube. Akan tetapi banyak yang belum paham mengenal
istilah endorse ini, jasa endorse diartikan juga sebagai orang yang
mempromosikan, memasarkan ataupun mengiklankan suatu produk kepada
halayak banyak, dimana orang yang menjadi jasa endorse mempunyai pengaruh
yang sangat besar, etika yang baik, memiliki follower yang banyak, memiliki ciri
khas tertentu agar mudah diingat. Menjadi jasa endorse tidak menutup
kemungkinan menjadi pemilik produk, sebaliknya pemilik produk tidak menutup
kemungkinan menjadi dan menggunakan produknya untuk di endorse sendiri.
Maka pemilik produk merupakan orang yang menawarkan sebuah produk kepada
penerima jasa endorse untuk memakai produknya dan memberikan kesan-kesan
positif tentang produk ataupun menyarankan kepada orang lain untuk
menggunakan produknya.

Era globalisasi banyak masyarakat memilih dan melihat produk yang ingin

digunakan dari media sosial, karenanya pemilik produk memanfaatkan media



sosia sebagal penunjang informasi dan iklan saat ini, dengan mengandalkan
tampilan gambar, video, suara didukung dengan menggunakan orang menjadi jasa
endorse. Endorsement yang mememiliki wawasan luas dan pandai dalam
berkomunikas tidak jarang menampilkan produk yang akan dipasarkan dengan
tampilan yang unik, berbeda agar menarik untuk dilihat, masyarakat sebagai
konsumen akan menikmati dan tertarik melihat tampilan gambar, video, rekaman
suara yang tidak monoton atapun seru.

Jasa endorse memiliki hal positif maupun hal negatif, hal posistifnya
adalah produk tersebut dapat dikenal dalam semua kalangan masyarakat bawah,
menengah, atas dan khususnya juga dalam sarana media sosial, adapun hal
negatifnya adalah suatu produk yang dipasarkan pada masyarakat secara luas
tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai konsumen, maupun
produk yang dipasarkan kepada masyarakat tidak memberikan hasil yang sesual
dengan apa yang ditampilkan oleh jasa endorse. Pun begitu jasa endorse hanya
memasarkan produk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik produk,
namun apabila suatu produk mengalami permasalahan dikalangan masyarakat
sebagai konsumen, masyarakat berhak meminta pertanggungjwabannya kepada
pemilik produk, melainkan tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada jasa
endorse.

Memasarkan produk melalui jasa endorse hanya mempromosikan dan
memasarkan suatu produk yang dikeluarkan oleh perusahan sga, lain dari
permintaan pemilik produk, jasa endorse tidak dapat menampilkannya di media

sosia mereka. Produk-produk tersebut dikeluarkan bertujuan untuk dapat terjual



serta diterima dengan baik, dapat melampaui penjulan yang diinginkan dan tidak
melampaui target permintaan pasar yang semakin banyak. Suatu perusahan
khususnya pemilik produk membutuhkan jasa endorse untuk melakukan
pemasaran melalui media sosial, dalam memasarkan suatu produk jasa endorse
harus mengikuti aturan yang dikeluarkan pihak pemilik produk, baik aturan
tertulis maupun aturan tidak tertulis bertujuan agar terciptanya kerjasama yang
baik antara pemilik produk dan jasa endorse. Dari kerjasama antara pemilik
produk dan jasa endorse akan melahirkan kesepakatan dimana tujuan kedua belah
pihak atau lebih yang terlibat yaitu sama-sama untuk mendapatkan keuntungan
dan mencapai keberhasilan bisnis. Pemilik produk dan jasa endorse dapat
menolak atau membatalkan suatu kesepakatan jika dalam suatu perjanjian tersebut
ada yang dirugikan, pun begitu juga disebabkan apabila salah satu pihak tidak
menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan baik ataupun karena ada pihak
yang wanprestasi.

Berbicara mengena pertanggungjawaban pemilik produk harus
memberikan produk yang jelas, benar dan jujur, mengenai jujur Al-Qur’an telah
memberikan isyarat dalam firman Allah Swt,

Ol ga 1 5i K5 8 15l ) 1l

Artinya Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. — (Q.S At-Taubah: 119)

Memasarkan suatu produk, jasa endorse harus merahasiakan kepada

masyarakat sebagal konsumen terhadap produk yang dipasarkan, jika jasaendorse

memberitahukan kepada konsumen berkenaan rahasia pemilik produk maka jasa



endorse berhak pertanggungjawab kepada pemilik produk. Menurut pasal 54
Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian antara
pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memberi suatu syarat kerja,
hak dan kewagjiban para pihak. Hal ini berdasarkan dengan Undang-undang
kentenagakerjaan tersebut jasa endorse atau pemilik produk sebagai pemberi kerja
mematuhi seluruh syarat-syarat ketenagakerjaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang akan menjadi fokus penelitian
dalam penulisan skripsi ini adalah: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PEMILIK PRODUK DALAM MENGGUNAKAN JASA ENDORSE YANG
DIPASARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi

batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan

pada penelitian

1. Bagaimana hubungan hukum antara pemilik produk dengan jasa
endorse dalam memasarkan produk melalui media sosial?

2. Bagamana pertanggungjawaban hukum pemilik produk dalam
menggunakan jasa endorse yang dipasarkan melalui media sosial?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi pemilik produk dalam mengunakan
jasa endorse yang dipasarkan melalui media sosial?

2) Faedah Pendlitian

Faedah dari pendlitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah



sebagai berikut:

1. Secara Teotiritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu
pengetahuan di bidang hukum bisnis sehingga diharapkan menambah
ilmu pada pertanggungjawaban hukum pemilik produk dalam
menggunakan jasa endor se yang dipasarkan melalui media sosial.

2. Secara Praktis, yaitu sebaga adanya penelitian ini diharapkan dapat
menjadi wacana baru dan sebagal sumbangs pemikiran bagi pemakal
dan pengguna produk untuk mendapatkan tindak baik dari pemilik
produk pun sebaga jasa endorse (pengulas produk) dan kehati-hatian
dalam menetukan dan memilih produk yang akan dipakai ataupun akan
digunakan masyarkat sebagai konsumen terkhusus di media sosial.

B. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara pemilik
produk dengan jasa endorse dalam memasarkan produk melalui media
sosial.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pemilik produk dalam
menggunakan jasa endorse yang dipasarkan melalui media sosial.

3. Untuk mempelgari kendala yang dihadapi pemilik produk dalam
mengunakan jasa endorse yang dipasarkan melalui media sosial.

C. Defenis Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang



menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi, konsep-konsep khusus yang
akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun
demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan
memberikan defenisi operasionalnya’ Sesuai dengan judul yang digjukan yaitu
“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK PRODUK DALAM
MENGGUNAKAN JASA ENDORSE YANG DIPASARKAN MELALUI
MEDIA SOSIAL” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian
sebagai berikut:

1. Menurut Hans Kelsen pertanggungjawaban hukum adalah “Seseorang
bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau
bahwa dia memikul tanggungjawab hukum subyek berarti bahwa dia
bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam ha perbuatan yang
bertentangan”. Maka yang dimaksud dalam defenisi dari penelitian ini
adalah suatu akibat, konsekuensi yang ditimbulkan seseorang atas
perbuatannya untuk melakukan pertanggungjawaban hukum yang
berkaitan dengan etika atau moral, suatu perbuatan apabila tidak patut
dan dilanggarakan dikenakan ganti rugi dan diberi berupa sanksi.

2. Menurut Prof. Mr.W.L.P.A. Molengraff pemilik produk (perusahaan)
adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan terus-menerus,
bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara
memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau

mengadakan perjanjian-perjanjian.

!1da Hanifah, Dkk. 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum
UMSU, Medan: Pustaka Prima, halaman 7.



3. Jasa endorse menurut Shimp, endorse adalah pendukung iklan atau
yang dikenal juga sebagai bintang iklan untuk mendukung suatu
produk. Endorse adalah bagian dari aktivitas promos iklan yang
menfaatkan pihak lain untuk mendukung dan juga memasarkan suatu
produk barang atau jasa, yang didalam juga termasuk menjadi bagian
dari digital marketing. Maka menurut defenisi dari kedua para ahli
tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan dari defenisi diatas bahwa
hubungan kerjasama antara pemilik produk dan jasa endorse akan
melahirkan kesepakatan dimana tujuan kedua belah pihak atau lebih
yang terlibat yaitu sama-sama untuk mendapatkan keuntungan dan
mencapal keberhasilan bisnis.

4. Mediasosia menurut Varinder Taprial dan Priya Kanwar, media sosia
adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, atau
menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, foto dan lain-lain
dengan orang lain.

D. Keadian Pendlitian

Peneliti harus menguraikan bahwa penelitiannya tidak sama dengan

penelitian yang pernah ada sebelumnya. Peneliti wajib mencantumkan 2 (dua)
karya tulis ilmiah yang temannya mendekati atau hampir sama dengan judul
penelitian miliknya, dengan menyebutkan judul penelitian, nama peneliti, jenis
penelitian, tempat dan tahun penelitian yang mendekati atau mirip tersebut

Dari beberapa judul peneliti yang pernah diangkat oleh penelitian

sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam



penulisan skripsi antaralain:

a  Skripsi Putri Thio Artha Simanjuntak NIM: 15400050054 fakultas
hukum Universitas Kristen Indonesa 2019 vyang berjudul
“Perlindungan konsumen terhadap strategi pemasaran dengan
menggunakan jasa endorsement di Instagram”. Dimana skripsi ini lebih
menerangkan bagaimana perlindungan konsumen terhadap strategi
pamasaran apabilaterjadi kebohongan atas kualitas barang dan/atau jasa
yang tidak sesua dengan faktanya. Sedangkan kajian peneliti dalam
penulisan skripsi ini mengarah ke pertanggungjawaban pemilik produk
dalam menggunakan jasa endorse. Namun, ada beberapa pembahasan
yang sama mengenai penggunaan jasa endorse untuk memasarkan
produk.

b. Skrips Naely Syifa Fauziyah NPM: 1516500136 fakultas hukum
Universitas Pancasakti Tegal “Perlindungan hukum bagi artis yang di
endorse produk atau jasa yang melanggar hukum”. Dimana skripsi ini
menekankan perlindungan hukum bagi artis yang mendapat kesempatan
menjadi endorsement untuk dilindungi apabila melanggar hukum.
Sedangkan kajian peneliti dalam penulisan skripsi ini mengarah ke
pertanggungjawaban hukum pemilik produk yang memasarkan produk-
produk melalui jasa endorse dengan batasan kajian masyarakat sebagal
konsumen berhak meminta pertanggungjwabannya kepada pemilik
produk, melainkan tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada

jasa endorse. Sedangkan persamaannya terletak bagaimana penegakan



10

hukum apabila pihak jasa endorse tidak mendapatkan perlakuan tidak

baik.
E. Metodepenelitian
Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan
untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metologis, dan konsisten.?

1) JenisDan Pendekatan Penedlitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2
(dua) pendekatan, yang terdiri dari atas, Penelitian hukum normatif (yuridis
normatif), dan penelitian hukum sosioligis (yuridis empiris). Penelitian
hukum normatif disebut juga penelitian doktrin, dimana hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (law in books), dan
penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan
perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian
yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan
data primer yang diperoleh di lapangan. * Penelitian ini menggunakan jenis
dan pendekatan penelitian hukum normatif.
2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan
keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum

dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan

27ainudin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.
% da Hanifah, Dkk. 2018. Op.Cit,. halaman 19.
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penelitian tersebut maka kecendrungan sifat penelitian yang hanya semata-

mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud

untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3) Sumber Data
Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum

ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu (Q.S At-Taubah:

119) dan Hadist (Sunah Rasul). Pada umumnya dibedakan antara data yang

diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan

pustaka.Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-
undang Hukum dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

2019 Tentang Perdagangan Melaui Sistem Elektronik, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

a.  Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang
memberikan penjelasan mengenai hukum yang prime, yang melipuiti
hasil karya ilmiah mengarah ke hukum yang relevan dengan judul
peneliti.

b. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adlah bahan-bahan hukum
yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, website,

“Ibid, halaman 20.
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internet untuk menjelaskan tentang judul peneliti.
4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Offline yaitu, menghimpun data studi kepustakaan (library research)
secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan
(baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan
dalam penelitian dimaksud.

2. Online yaitu, studi kepustakaan (library research) yang dilakukan
dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun
data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.”

5) AnalissData

Daam suatu pendlitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan,
mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rassional
untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Anadlisis data
yang menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul
untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalah peneliti. Jenis analisis
data terdiri atas analisis kudlitatif dan kuantitatif. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan andlisis

kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian. ©

SIbid, halaman 21.
®Ibid, halaman 21-22.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha
Pertanggungjawaban pelaku usaha menyangkut tanggungjawab atas
kerugian lain (harta, kesehatan tubuh, atau jiwa penggunaan barang/jasa) yang
terjadi akibat penggunaan produk tersebut. Sesuatu dengan judul perlindungan
konsumen, maka yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah konsumen.
Aspek keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata adalah ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga yang diderita
konsumen. ’
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum
Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia
adalah keadaan di mana waib menanggung segala sesuatu, sehingga
berkewgjiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau
memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara
defenis merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik
yang disengaja maupun yang tidak disengga. Pertanggungjawaban hukum, juga
merupakan seseorang yang bertanggungjawab secara hukum untuk mengakui
kesalahan ataupun kerugian yang ditimbulkan pada perbuatan tertentu yang dapat
dikenakan sanks terlebih bertentangan/berlawanan dengan hukum yang sudah
ada. Apabila seseorang tidak mau bertanggungjawab, maka sudah tentu ada pihak

lain yang memaksa untuk tindakan tanggungjawab tersebut.

’ Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk. Jakarta: Ghalia Indonesi, halaman 89.
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Sikap dan perilaku bertanggung jawab adalah merupakan karaterisktik

manusia budaya sekaligus manusia yang manusia yang beriman kepada Tuhan
Yang Maha Esa Manusia yang sgak dini usia sudah dibiaskan untuk
mengembangkan hati nurani, maka dia kan merasa bersalah ketika segala sesuatu
yang dia lakukan dan sikap merugikan pihak lain. Rasa tanggung jawab pada diri
individu manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya aspek-
aspek perkembangan fisiopsikososial. Untuk menanamkan, menumbuhkan, dan
mengembangkan kesadaran bertanggungjawab dalam bersikap dan perilaku, bisa
dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan dengan metode pengaaran,
peneladanan, dan penanaman takwa kepada Tuahan Y ang Maha Esa®

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah
(liability based on fault). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (fault)
didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada
unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut Tortious Liability atau Liability Based
On Fault.

Ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya hak untuk
menuntut ganti rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha atas kerugian yang

dideritanya akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduks atau

8 ElIfi Yuliani Rohmah. “ Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar” .
Daam Al Murabbi Vol 3, No. 1, Juli 2016. halaman 36-37.
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diperdagangkan oleh pelaku usaha, yaitu pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”. ° Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Setiap orang yang
mendalikan bahwa ia mempunyal sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya
sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. ° Pertanggung
jawaban atas kerugian yang dialami konsumen juga diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang atas dasar pengecuaian yang telah diadakan
pertanggungan, pasal 249 “untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari
sesuatu cacat, kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan
macam barang yang dipertanggungkan sendiri, tak sekali-kali s penanggung
bertanggung jawab, kecuali apabila dengan tegas telah diadakan pertanggungan
jugauntuk itu. *

3. Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Hukum

Prinsip tentang pertanggungjawaban merupakan perihal yang sangat
penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran

hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam mengenalisis sigpa yang harus

° | Gusti Ayu Apsari Hadi.“ Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban
Dokter terhadap Malpraktik Medis” .Dalam Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018.halaman 111.

19 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT
Balai Pustaka(persero), halaman 475.

1 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jakarta: PT
Pradnya Paramita, halaman 78.
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bertanggungjawaban dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada
pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-
undang dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan
pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar
hak konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat
dibedakan sebagai berikut:

1. Kesadahan (liability based on fault)

2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability)

3. Pradugaselalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability)

4. Tanggung jawab mutlak (strict liability)

5. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).*

4. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Unsur Kesalahan

Pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau
liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum
pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, khususnya
Pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip  ini  menyatakan, seseorang baru dapat  dimintakan
pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lazim dikenal sebagai
pasa tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat

unsur pokok, yaitu

12 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar
Grafika, halaman 92.
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1. Adanya perbuatan

2. Adanyaunsur kesalahan

3. Adanyakerugian yang diderita, dan

Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.®

5. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Secara Mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability) sering diindentikkan
dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada
pula para ahli yang membedakan kedua terminology di atas. Ada pendapat yang
mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan
kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-
pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab,
misalnya keadaan force majeur. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip
tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada
pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau
tidak adanya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan
kesalahannya.

Menurut R.C. Hoeber et. ai., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini
diterapkan karena:

1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan

adanya kesalahan dalam suatu proses produks dan distribusi yang

kompleks.

3 | bid., halaman 93.
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2. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipas jika sewaktu-waktu
ada gugatan atas kesalahannya, misanya dengan asurans atau
menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.

3. Asasini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen
secara umum digunakan untuk “menjerat” pemilik produk sebagal pelaku usaha,
khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan
konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama Product liability.
Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan product liability
dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

1. Melanggar jaminan (breach of warranty), misanya khasiat yang

timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk.

2. Ada unsur kelalaian (negligence), yaitu produsen lala memenunhi
standar pembuatan obat yang baik.

3. Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability).*

6. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability
principle) sangat disenangi oleh pemilik produk sebagai pelaku usaha untuk
dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.
Daam prinsip batasan tanggung jawab, pelaku usaha sebagal produsen

mempunyai hak untuk membatasi tanggung jawabnya. Asa informas yang

“Ibid., halaman 97.
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disampaikan produsen telah benar dan beritikad baik. Maka oleh konsumen atas
kebijakan dan risko saat keadaan penggunaan produk juga diharapkan
memastikan baik atau buruknya produk.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan
secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha
tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen,
termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak
harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas
B. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pemilik produk sebagal pelaku usaha harus memahami kewajiban yang
seharusnya dilakukan dalam melindungi konsumen, masih banyak pengusaha
yang mengesampingkan kepentingan hakiki konsumen untuk mendapatkan
produk berkualitas baik. Disamping itu juga sebagai pelaku usaha juga harus
memperhatikan bahwa hak dan kewagjiban pelaku usaha harus dijalankan secara
progresif guna menciptakan ketertarikan untuk menaikkan omzet dan permintaan
konsumen. ¢

1. Pengertian Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1999 adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

' Ibid., halaman 98.

18 yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab
Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. Daam Jurnal, Litbang
Perdagangan Vol. 5 No 2 Desember 2011. halaman 180.
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, balk sendiri  maupun bersama-sama melaui  perjanjian
menyel enggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 6 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999,

yaitu menjadi hak dari pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesua dengan kesepakatan
mengenai  kondis dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik.

3. Hak wuntuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di  dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen.

4. Hak untuk rehabilitass nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya. *’

2. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Segadla kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan

kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya
haruslah bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini. Tanggung

jawab pelaku usahaini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang

Y Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan. 2019. Hukum Bisnis. Jakarta:
Prenadamedia Group.halaman 249-250.
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diperdagangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan/

atau jasa termasuk barang import yang dilakukan.*®

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan

bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha adalah

1.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengosums  barang dan/atau  jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sgenis atau santunan yang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan
dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Pemberian
ganti rugi sebagamana dimaksud di atas, tidak menghapuskan
kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih
lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang
diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
Importir barang bertanggung jawab sebagaimana pembuat barang
yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh
agen atau perwakilan produsen luar negeri.

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha

lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan

18 Zaeni Asyhadie.2016. Hukum Bisnis. Jakarta: Rajagrafindo Persad. halaman 204-205.
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konsumen apabila. Pertama, pelaku usaha lain menjua kepada
konsumen tanpa melakukan perbuatan apa pun atas barang dan/atau
jasa tersebut. Kedua, pelaku usaha lain, di dalam transaks jual beli
tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang
dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu,
dan komposisi. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud di atas
dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau
gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang
dan/atau jasa menjua kembali kepada konsumen dengan melakukan
perubahan atas barang dan/atau jassa tersebut.

5. Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung
jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: Pertama,
barang tersebut terbukti harusnya tidak diedarkan atau tidak
dimaksudkan untuk diedarkan. Kedua, cacat barang timbul pada
kemudian hari. Ketiga, lewatnya jangka waktu penuntutan empat
tahun sgak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang
diperjanjikan. *°

3. Hak Dan kewajiban Pelaku usaha

Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Rl baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

19 Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan. Op.Cit,. halaman 253-254.
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berbagai bidang ekonomi. %

a. Hak Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1999 vyang telah disampaikan diatas, maka dalam penjelasan Udang-
Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN,
koperasi, importir, perdagangan, distributor dan lain-lain. Kagian atas
perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-
hak dan kewagjiban produsen. Berdasarkan Directive, pengertian “produsen’
meliputi:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang
manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang
timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila
kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen
dalam proses produksinya.

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.

3. Siapa sga, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-
tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari
suatu barang.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang

membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
konsumen, meski kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila

1. Produk tersebut sebenarnyatidak diedarkan.

% |da Nadirah. 2017. Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia. Medan: Ratu Jaya. halaman
361.
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Cacat timbul di kemudian hari.

Cacat timbul setelah produk beradadi luar control produsen.

Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan
produksi.

Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang diterapkan oleh

penguasa.

Di Amerika serikat, faktor-faktor yang membebaskan produsen dari

tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi:

1.

2.

b.

Kelalaian si konsumen

Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat
(unforeseeable misuse)

Lewatnya jangka waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6 (enam) tahun
setelah pembelian, atau 10 tahun sejak barang diproduksi

Produk pesanan pemerintah pusat (federal)

Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh
produsen lain dalam kerja sama produks (dibeberapa negara bagian
yang mengakui joint and several liablity). %

Kewajiban Pelaku Usaha

Kewgjiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

pelaku usaha diwagjibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

sedangkan bagi konsumen diwgjibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi

pembelian barang dan/atau jasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2 Celina Tri Siwi Kristiyanti. Op.Cit.,halaman 41-43.
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tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi
semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan
bahwa kewgjiban pelaku usaha untuk beritikad balk dimula sgak barang
dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan sebaliknya konsumen
hanya diwagjibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian bang
dan/atau jasa.

Terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sgak barang dirancang
/diproduks oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen,
kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan
transaks dengan produse. Tentang kewagjiban kedua pelaku usaha vyaitu
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan, disebabkan karenainformasi di samping merupakan hak konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen
mengenal suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenal
suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat
berupa representasi, peringatan, maupun yang berupaintruksi 22
C. Jasa Endorse Dalam Penggunaan Hukum Perdagangan Online

Bagi pelaku usaha maaui promos dan pemasaran dilakukan dengan
kegiatan untuk memperkenalkan hasil produks suatu barang dan jasa yang
diperdagangkan untuk menarik minat pembeli. Seyogianya media sosia yang

menjadi tolak ukur kegiatan perdagangan terbesar saat ini, dimana perlindungan

22 |bid, halaman 44.
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dengan sistem elektronik menjadi hal sangat diuntungkan bagi pelaku usaha dan
endorse, dan konsumen tidak perlu takut lagi untuk membeli produk-produk
secara online. Sebab telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang akan peneliti
maksud dipembahasan berikutnya.

1. Pengertian Jasa Endorse

Berjalannya perkembangan zaman yang semakin modern ini memberikan
banyak perubahan terhadap beberapa media seperti media cetak maupun media
elektronik dan dengan adanya media sosia informasi yang selalu terupdate
membuat manusia tidak akan kesusahan dalam mendapatkan kabar dan informasi
yang sedang hangat-hangatnya.

Endorser merupakan pendukung iklan atau tokoh actor, penghibur, atau
atlet, yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang
berbeda dari golongan produk yang didukung. Penilaian konsumen yang
didasarkan pada informasi yang tidak lengkap mengakibatkan perseps nilai dari
suatu produk bertindak sebagai signal positif yang akan mempengaruhi keputusan
pembelian. Keputusan konsumen dalam menggunakan atapun memakai produk
yang di dalamnya terdapat jasa endorse bahwa persepsi nilai berpengaruh positif
terhadap keputusan pembelian.

Persepsi nilai suatu produk akan terjadi pertimbangan konsumen dalam
menentukan pilihan produk mana yang akan dibeli. Jika perseps nilai suatu
produk tinggi maka konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut.

Menghasilkan persepsi nilai yang tepat bagi konsumen, perusahaan hendaknya
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memperhatikan kriteria evaluasi kualitas produk atau jasa yang ditawarkan.®

Pembuatan sebuah iklan diperlukan seseorang yang dapat menarik
perhatian dan mampu menyampaikan pesan serta informas sebuah produk yang
biasanya dikenal dengan istilah endorse. Penggunaan jasa endorse dalam
mengiklan agar lebih mudah diterima oleh konsumen, sekaligus mempermudah
tumbuhnya keyakinan dalam diri konsumen atas produk yang diiklankan. Menurut
Shimp, endorser dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu

1. Celebrity endorser adalah tokoh (actor, penghibur, atau atlet) yang
dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang
berbeda dari golongan produk yang didukung maupun digunakan.

2. Typical-person endorser adalah orang-orang biasa (non selebriti), yang
digunakan dalam mempromosikan suatu produk atau jasa tertentu oleh
suatu perusahaan. Pemilihan jenis endorser ini biasanya digunakan
sebagai bentuk promos testimonia untuk meraih kepercayaan
konsumen.

Contohnya yang paling umum adalah dalam iklan layanan masyarakat
yang cenderung menggunakan jasa endorse tipe ini agar pesan yang
disampaikan mudah dipahami dan dimengerti audiens karena
diharapkan audiens merasa bahwa presenter pesan tersebut merupakan

salah satu dari mereka. %

% Cynthia G. Pangemanan, Dkk. “ Analisis Pengaruh Celebrity Endorse, Citra Merek dan
Persepsi Nilai Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota All New Senta Di Manado” .
DalamJurnal Analisis Pengaruh Endorse Vol.6 No.4 September 2018, halaman 3446.

# Gevin Sepria Harly, Damayanti Octavia. “ Pengaruh Endorsement Fashion Blogger
Terhadap Minat Beli Merek local Pada Tahun 2013-2014 (Sudi Kasus Pada Fashion Blogger
Evita Nuh)” .Dalam Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 14 No 2 Agustus 2014.halaman 143.
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2. Pengaturan Jasa Endorse Dalam Hukum Perdagangan Online

Periklanan sebagal salah satu sarana prasarana pemasaran dan sarana
penerangan memegang peranan penting di daam pembangunan yang
dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagal sarana penerangan dan pemasaran,
periklanan merupakan bagian dari pengembangan dunia usaha, serta harus
berfungsi menunjang pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, pasal 1 angka 5 “ siaran iklan niaga adalah
siaran iklan komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan
tujuan memperkenalkan, masyarakat, dan/atau mempromosikan barang atau jasa
kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan
produk yang ditawarkan”.

Angka 7 “garan iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan
nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita,
anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi
khalayak agar berbuat dan/atau beritingkah laku sesua dengan pesan iklan
tersebut”.

Dimaksud pada penelitian ini juga untuk meiplementasikan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan,

persyaratan penyelenggara, kewgjiban pelaku usaha, iklan, penawaran,

% Steven Kanter Posumah.” Aspek Perlindungan Konsumen” . Dalam jurnal Lex et
Societasi Vol.ll No 1 januari 2014. halaman 17.
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penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran
barang dalam perdagangan deng system elektronik, perlindungan data pribadi,
penyelesaian sengketa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) hingga
pegawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

3. Perbuatan Yang Dilarang Dalam Promos Barang Dan Jasa
Endorse

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam
produksi dan perdagangan barang dan/atau jasa, dinyatakan dalam pasal 9 ayat (1)
pelaku usaha dilarang menawarkan mempromosikan, mengiklankan suatu barang,
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga,
harga khusus, standar mutu tertentu, karakteristik tertentu, sgjarah atau
guna tertentu.

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki
sponsor, persetujuan, perlengkapan, keuntungan, ciri-ciri kerja atau
aksesoris.

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusshaan yang
mempunyai sponsor, persetujuan atau afilias

e. Barang dan/atau jasatersebut tersedia.

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
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h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

i.  Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau
jasalain.

J].  Menggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak
berbahaya, tidak mengandung risko atau efek samping tanpa
keterangan yang lengkap.

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

untuk diperdagangkan

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang

melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa

tersebut. %
D. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Konsumen telah telah diperkenakan beberapa puluh tahun lalu di berbagai
negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau
peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk
penyediaan sarana peradilan.

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-

Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau
consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata

consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang meggunakan

% pid, halaman 18.
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barang.Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk
konsumen kelompok mana pengguna tersebut.Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-
Indonesia memberi arti consumer sebagai pemakaian atau konsumen.?’ Pengertian
Konsumen Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adal ah setiap orang pemakai barang
dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan. Unsur-unsur definisi Konsumen:

a Setiagp orang

b. Pemakai

c. Barangdan/atau Jasa

d. Yang tersediadalam masyarakat

e. Bag kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup

lain

f. Barang dan/atau Jasaitu tidak untuk diperdagangkan. %

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk
memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang
dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya
apabila dirugikan oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.
Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali

dengan upaya untuk memehami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan

% Celina Tri Siwi Kristiyanti. Op.Cit, halaman 22.
% 1bid, halaman 27-30.
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sebagal landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut, yaitu hak dan

kewajiban konsumen.®

a. Hak-Hak Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum.

perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain,

perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang

diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secaraumum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu

1.

2.

3.

4.

b.

Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)

Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
Hak untuk memilih (the right to choose)

Hak untuk didengar (the right to be heard). *°

Kewajiban Konsumen

Menurut pasal 5 Kewagjiban Konsumen adalah sebagai berikut:

1.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan.

Beritikad baik dalam melakukan transaks pembelian barang/atau jasa.
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Mengikuti upaya penyelesasian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

# Adrian Sutedi. 2008. Op.Cit., halaman 9.

% CeinaTri Siwi Kristiyanti. Op.Cit, halaman 31.

3 Rosmawati. 2018. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta:
Prenadamedia Group, halaman 56.



BAB |11
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Pemilik Produk Dengan Jasa Endorse Dalam
Memasarkan Produk Melalui Media Sosial

Berdasarkan hubungan hukum antara pemilik produk dengan jasa endorse
dalam memasarkan produk melalui media sosial, hubungan hukum terjadi akibat
adanya perjanjian diantara kedua belah pihak yang sifathya mengikat secara
tertulis maupun tidak tertulis. Hubungan hukum juga dapat terjadi antara sesama
subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama
subjek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum dan antara
sesama badan hukum.

Peraktiknya istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami
secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut
seolah merupakan pengertian yang berbeda. Hal ini secarajelas dapat disimak dari
judul buku I1 titel kedua tentang “ perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau
perjanjian”. Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai isitilah
“perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak”. Menurut subekti istilah kontrak
mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjgian atau
persetujuan yang tertulis, sedangkan Pothier tidak memberikan pembedaan antara
kontrak dan perjgjian. Namun membedakan antara contract dengan convention
(pacte). Disebut convention (pacte) yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih

menciptakan, menghapus (opheffen) atau mengubah (wijzegen) perikatan.
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Di mana antara pemilik produk dan jasa endorse memiliki hubungan
hukum, yaitu mengena prikatan ataupun perjaijian, syarat sah perjanjian diatur
pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 (empat) syarat
sahnya suatu perjgjian, yakni

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toestem ming van

degenen die zich verbinden).

Hubungan hukum terjadi ketika pemilik produk sebagai pelaku usaha
setuju dengan harga yang sudah ditetetapkan dari pemilik jasa endorse
atas jasa yang diberikan pemilik jasa endorse melalui media sosialnya,
mulai dari harga, kesepakatan dildilan, jumlah produk yang ditawarkan,
maka pihak jasa endorse memberikan jasa dengan memasarkan dan
menampilkan iklan dimedia sosial meraka dengan semenarik mungkin.

b. Kecakapan untuk membuat perikatan (de bekwaamheid om eene

verbintenis ann te gaan).

Majelis hakim berpendapat bahwa batasan kekeuasaan orang tua atau
perwaian ialah 18 tahun, dalam umur 18 tahun seseorang telah
dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan
karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

c. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp).

Pemilik produk memberikan barang ataupun produk kepada jasa
endorse, jasa endorse menampilkan dan memasarkan produk dengan
baik dan membuat produsen tertarik, tujuannnya untuk mencapai

kerjasama dan hasil bisnis yang baik.
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d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (eene geoor |oofde oorzaak).
Tidak bertentangan dengan hukum, misanya tidak mengandung
kekerasan, pornografi, tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan maupun dengan ketertiban umum.*

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pemilik produk
dengan jasa endorse, pemasaran suatu produk ditentukan oleh keberhasilan iklan
daam menarik pembeli. Tidak jarang pengguna media sosia memanfaatkan
media sosial menjadi media bisnis, dengan cara membuat iklan produk atau jasa
mereka dengan semenarik mungkin. Bahkan sampa menyewa jasa endorse artis,
public figure terkenal. Sudah menjadi bukti bahwa dalam menggunakan jasa
endorse ini mampu meningkatkan penjualan produk atau jasa. Penyebabnya ialah
cara endor se yang digunakan artis atau fublic figure tersebut dan jumlah followers
yang ada di sosial media menjadi tolak ukur untuk menarik konsumen.

Daam upaya untuk memenuhi kebutuhan secara menguntungkan, harus
dipikirkan cara yang efektif dalam melakukan pemasaran bisnis. Terdapat 10 jenis
lingkup pemasaran bisnis, yaitu:

1. Barang merupakan barang fisik yang diproduksi oleh produsen.

2. Jasa merupakan hasil kemajuan ekonomi dengan fokus menghasilkan

jasauntuk melayani pelanggan.

3. Events, pemasar mempromosikan barang atau jasa berdasarkan waktu

4. Orang, bisnis pemasar selebriti, yang sekarang merupakan suatu bisnis

andalan.

% Agus Yhudha Hernoko. “Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak
Komersial” .Jakarta: Kencana. halaman 157.
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5. Tempat, seperti kota, negara, wilayah atau region sering ditemui

sebagai ikon yang dipromosikan.

6. Properties suatu hak yang tidak berwujud atau intangible rights dari

kepemilikan atasreal property.

7. Organisas untuk membangun suatu membangun suatu kekuatan,

kenamaan dan image, keunikan di dalam pikiran sasarannya.

8. Informas uraian penjelasan aktivitas organisasi yang mendasar dari

suatu perusahaan kepada pihak luar.

9. Gagasan atau idea, sesuatu yag ditawarkan untuk mendapatkan

manfaatnya.

Berdasarkan penjelasan lingkup pemasaran bisnis, orang merupakan salah
satu unsur yang dapat dijadikan sebagai objek pemasaran. Pemasaran melaui
brand ambassador ataupun melalui endorsement yang merupakan pemasaran yang
sedang berkembang pesat dan menjadi perhatian konsumen. Endorsement
merupakan metode pemasaran baru yang dilakukan pada jgaring sosia yang
objeknya tidak hanya artis, namun orang yang memiliki follower / pengikut yang
banyak, juga dapat menjadi endorser. Hal ini dinila efektif untuk dapat menarik
minat konsumen terutama konsumen dari kalangan milenial. *

Menurut Ferdinan, minat beli dapat diidentifikasikan melalu indikator-indikator
sebagai berikut:

a. Minat transaksional yaitu kecendrungan seseorang membeli produk.

3 Wan Laura Hardilawati, Dkk. Endorsement: Media Pemasaran Masa Kini. Dalam
Jurnal JIM UPB Vol 7 No. 1 2019, halaman 90.
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b. Minat refrensial yaitu kecendrungan seseorang untuk mereferensikan
produk kepada orang lain.

c. Minat preferensial adalah minat yang menggambarkan perilaku
seseorang yang memiliki preferens utama pada produk tersebut.
Preferens ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk
preferensinya.

d. Minat eksploratif adalah minat yang menggambarkan perilaku
seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang
diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif
dari produk tersebut.

Transaks jual beli secara elektronik salah satu hal yang berkaitan antara
satu dengan yang lainnya adalah subjek hukum. Mengena hubungan hukum pada
transaksi ini menyangkut langsung dengan hak dan kewajiban. Subjek hukum
dalam jual beli secara transaks elektronik adanya penjual, pembeli, barang dan
provider. kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media
internet merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan
sistem komunikasi. Kesepakatan para pihak terjadi karena adanya penawaran oleh
pemilik produk sebagai pelaku usaha dan penerima oleh konsumen. Para pelaku
usaha memanfaatkan website atau situs untuk menawarkan produk. Penawaran ini

bersifat terbuka artinya semua orang yang tertarik atas penawaran yang diberikan

¥ Livya Setiawan. “Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Purchase Intention
Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel Mediasi Pada Produk Green Tea Esprecielo Allure”.
Dalam Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 12, No. 1, April 2018, 53-60. halaman 55.
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oleh pelaku usaha dapat melakukan transaksi terhadap barang yang diinginkan.
Keberadaan e-commerce dalam Undang-Undang Perdagangan tersebut
dirasa sangat penting, melihat potensi serta pertumbuhan bisnis online di tanah
air. Melihat hal tersebut, maka sangat penting melihat konsumen sebagai subjek
yang sangat erat kaitannya dengan bisnis online tersebut, sehingga diperlukan
perlindungan bagi para konsumen, seperti yang telah di atur oleh pemerintah
melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan:
“Pengaman pembangunan nasiona di bidang ekonomi yang disusun dan
dilaksanakan untuk memajukan kesegjahteraan umum melalui pelaksaan
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiens berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemagjuan dan kesatuan ekonomi nasional
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen:
“Hak konsumen diantaranya adalah ha katas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengonsumsi barang dana tau jasa; hak untuk memilih
jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai
tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan
atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang
dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya; dan sebagainya’.
Merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaks

perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui

online atau e-commerce. Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan, diatur

* Desy Ary Setyawati, DKK. “ Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab
Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaks Elektronik” . Dalam Jurna Vol. 1 (3) Desember 2017.
halaman 42.
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mengenal sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang

atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan

data dan informasi secara lengkap dan benar. %

Daam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah

melalui media sosial terdapat ketentuan hukum diantaranya:

a)

b)

Daam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan rill
maupun media sosial, setigp muslim wajib mendasarkan pada
keimanan dan ketakwaan, kebgikan (mu'asyarah bil ma’ruf),
persaudaran (ukhuwah), saling wasiat akan kebenaran (al haqq) serta
menggjak kepada kebaikan (al amr bi al ma'ruf) dan mencegah
kemungkaran (al nahyu ‘an al munkar).

Setigp muslim yang bermuamalah melaui media sosia wagjib

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak
mendorong kekufuran dan kemaksiatan.

2) Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), bak persaudaraan
keisaman (ukhuwwah Islamiyaah), persaudaraan kebangsaan
(ukhuwwah  wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusian
(ukhuwwah insaniyyah).

3) Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat

beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah.

% Deky Pariadi. “Pengawasan E- Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan
Undang —Undang Perlindungan Konsumen” . Dalam Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol 48.
No. 3, halaman 653.
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Larangan setigp muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan
untuk:
a) Melakukan ghibah, fitha, naminah dan penyebaran permusuhan.
b) Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar
suku, agama, ras, atau antar golongan.
c) Menyebar hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik,
seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
d) Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau
waktu, ¥
Daam melakukan transaksi, dalam memenuhi berbaga kebutuhan,
penerapan e-commerce sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh para
pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Maka
pelaksanaan transaksi e-commerce harus diimbangi dengan adanya pengawasan
yang tegas dalam setiap implementasinya. Dalam Undang-Undang perdagangan
sendiri fungsi pengawasan terhadap perdagangan e-commerce belum sepenuhnya
diatur dengan jelas. Dalam Bab XV Pasal 98 mengenal pengawasan di sebutkan:
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunya wewenang melakukan
pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan dibidang

Perdagangan.

3" Amalina Mashfufah. “ Kajian Hukum Jasa Endorse Dalam Media Sosial (Instagram):
Sudi Pada Akun Lambe Turah” Dalam Jurnal Of Islamic Business Law Vol 3 No 1 2019,
halaman 47.
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Fungs pengawasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perdagangan
hanya sebatas pada perdagangan secara umum bukan hanya pada perdagangan e-
commerce yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdagangan
konvesional. Memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui
Standar Nasiona Indonesia (SNI), namun lewat transaksi e-commerce barang-
barang produksi produk non Standar Nasional Indonesia (SNI) ini dapat bebas
masuk dimasyarakaat dalam Undang-Undang Perdagangan telah diberikan
batasan hal-hal apa saja yang merupakan tugas pengawasan dari amanat Undang-
Undang Perdagangan ini. Dalam Pasal 100 ayat (3) disebutkan

(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan

terhadap:

a. Perizinan di bidang perdagangan.

b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur.

c. Distribusi Barang dan/ atau jasa.

d. Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait

dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
e. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis,
atau kualifikasi secarawajib
f. Pendaftaran gudang, dan
g. Penyimpangan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. %

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

% Deky Pariadi.Op.,Cit., halaman 653.
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tentang Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Kepastian
hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-
Undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak
sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen. Dalam pasal ini juga
dirumuskan bahwa konsumen, baik pemakai maupun pengguna jasa, memiliki hak
dalam kepastian hukum untuk dilindungi.®
Jasa endorse di Indonesiaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesa Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik. Berbicara dalam hal jasa endorse pada aturan ini dikenal dengan Iklan
Elektronik, Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menyebutkan :
(13) “Iklan Elektronik adalah informasi untuk kepentingan komersial atas
Barang dan/atau Jasa melalui Komunikas Elektronik yang dimuat dan
disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara
berbayar maupun yang tidak berbayar”. “°
Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwasanya apa yang selama ini
dilakukan oleh publik figur atapun artis terkenal melalui sosial media seperti
Instagram, facebook merupakan dalam peraturan ini dikenal dengan iklan

elektronik. Maka telah diterangkan dalam pasal diatas bahwa endorse termasuk

kedalam iklan elektronik, iklan elektronik yang penyampaian pesan suatu brand,

¥ |jantika Rizky Rindani. “ Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” . Dalam Jurnal Al-Mazahib Vol
5,No 1, juni 2017, halaman 171.

“0 pasal 1 Ayat 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
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produk atau perusahaan yang disampaikan kepada audiens melalui sosial media,
iklan yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi sgja, tetapi juga
menyampaikan pesan-pesan yang akan menimbulkan citra positif bagi konsumen,
iklan dapat melalui berbagai media, yaitu media elektornik, khususnya iklan pada
internet.

Pemilik produk sebagai pelaku usaha yang menggunakan jasa endorse
seperti artis terkenal ataupun publik figur adalah perbuatan untuk menarik minat
konsumen dalam memperoleh keuntungan, keuntungan ini sebagian akan
dibayarkan kepada jasa en dorse dan apabila jasa endorse melakukan
pekerjaannya dengan etikad baik, jujur. Pemilik produk sebagai Pelaku usaha
memberikan produknya kepada jasa endorse, maka jasa endorse menampilkannya
di sosiad media dadam bentuk gambar, video dan lain-lain, hal ini sudah
disampaikan pada pada Pasal 32 Tentang Iklan Elektronik, pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik, menyebutkan:

(1) Pelaku Usaha dapat membuat dan/atau melakukan pengiriman iklan
Elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi
(2) Iklan Elektronik dapat berbentuk
a tulisan
b. suara
c. gambar, atau
d. video.
yang dibuat dan disebarluaskan kepada publik melalui berbagai

macam sarana media elektronik dan/atau saluran Komunikas
Elektronik. *

“ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
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Sosial media sebagai promos iklan sekarang ini sangatlah menarik karena
didasari perkembangan pengguna internet yang sangat pesat dan bertambah secara
signifikan setigp tahunnya membuat perusahaan mula  untuk berpikir
menggunkan media internet sebagai salah satu media untuk mempromosikan
produk. Prospek kedepan dengan kemajuan teknologi internet, sangat dipastikan
bahwa perilaku pembela dunia akan merata untuk setiap negara termasuk
Indonesia. *?

Penonton televisi mulali berpindah ke Internet, karena mereka pindah maka
media iklan harus mengikutinya, dengan asums bahwa tujuan pengiklan mana
pun adalah untuk menjangkau tergat audien-nya secara efektif dan efisien. Para
pengiklan mengakui bahwa mereka harus melakukan penyusuaian perencanaan
pemasarannya untuk terus mengear peningkatan jumlah orang Yyang
menghabiskan waktu di depan computer online, seringkali dengan meninggalkan
mendia yang lain. Perpindahan dari telivis yang jumlahnya sebesar itu nampak
sangat mengesankan. Sebagai tambahan atas fakta ini ialah bahwa pemakai
internet merupakan orang-orang yang terdidik dan memiliki penghasilan yang
sangat tinggi sehingga menjadi logis kalau disimpulkan bahwa pejelgjahan
internet merupakan target yang sudah dinantikan oleh para pengiklan.

Alasan lain mengapa periklanan pada e-commerce berkembang demikian
pesat adalah:

a. Iklan dapat di update setiap waktu dengan biaya minimal: karena itu

iklan-iklan di internet selalu bisatapil baru.

2 Muhammad Agsa. “ Pengaruh Iklan Online Terhadap Skap Dan Minat Beli Konsumen
Secara Online Di Kota Palopo” . Dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Vol 3 No 1. halaman
83.
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b. lklan dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah yang sangat
besar dalam hitungan global.

c. Iklan online kadang-kadang lebih murah dibandingkan iklan televise,
koran, atau radio. Media beriklan yang disebutkan belakang itu
menjadi lebih mahal karena ditentukan oleh ruang yang akan dipakai,
berapa hari (waktunya) iklan tersebut dimuat, serta pada beberapa
stasiun televisi dajn koran local atau nasional iklan dipasang.

d. Iklan e-Commerce dapat secara efisien menggunakan konvergens
teks, audio, grafik, dan animasi.

e. Manfaat internet sediri sedang berkembang dengan pesatnya.

f. Iklan pada e-Commerce dapat dibuat interaktif dan dibidikkan ke
kel ompok-kelompok tertentu dan/atau perorangan. +

Penyel esaian sengketa dalam transaks perdagangan secara elektornik yang

melibatkan para pihak dari dalam negeri sgja, maka tidak sulit untuk menetapkan
aturan hukum yang berlaku apabila terjadi masalah. Secara otomatis the
applicable law-nya adalah hukum Indonesia, sehingga baik BW maupun UUPK
dapat diterapkan untuk menyelsaikan sengketa yang timbul. Namun bagi transaks
perdagangan lintas negara, penyel esaian sengketa akan dilakukan oleh forum yang
dipilih oleh para pihak dengan menggunakan hukum yang telah dipilih pula oleh
para pihak dalam kontrak elektronik sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam

pembahasan tentang pilihan hukum dan pilihan forum. * Undang-Undang

“ M. Suyanto. 2018. “ Srategi Periklanan Pada E-commerce Perusahaan Top Dunia” .
Y ogyakarta: Andi, halaman 65-66.

“ Rosalinda Elsina Latumahina, “ Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan
Secara Elektonik”. Dalam Jurnal Gema Aktualita Vol. 4 No. 1, Juni 2015 ,halaman 50.
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Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sendiri menegaskan dalam Pasal 38 yang menyebutkan:

(1) Setiap orang dapat mengagukan gugatan terhadap pihak yang
menyelenggarakan  sistem  Elektronik dan/atau  menggunakan
Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap
pihak yang menyelenggarakan sistem Elektronik  dan/atau
menggunakan Teknologi informasi yang berakibat merugikan
masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Menurut pasal ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara

perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau
menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat,
masyarakata selaku konsumen berhak melakukan gugatan apabila suatu produk
tidak sesuai dengan ekspektasi, maka pelaku usaha dilarang memproduksi
dan/atau meperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji
yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promos penjualan
barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen juga perlu memperhatikan barang atau
produk atau/dan jasa yang akan digunakan mulai dari merek, bentuk, warna,
model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya. Pemilik produk sebagai pelaku
usaha telah memuatnya dalam semple produk yang akan dipasarkan tersebut, jadi
bila barang pesanan konsumen dari media online telah sampa ke tangan
konsumen, maka pelaku usaha tidak memandang itu sebuah kerugian karena dari
awal telah dijelaskan spesifikasi yang pasti konsumen telah memperhatikan yang

pada akhirnya konsumen tertarik untuk menggunakan dan membeli produk barang

atau pun jasayang ditawarkan pemilik produk sebagal pelaku usaha.

“ Pasal 38 Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik.
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Berdasarkan dengan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2008 pasal 39 menyebutkan:

(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimasud pada ayat
(1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau
lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. *°

Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
aternatif lainnya sesuia dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal
ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

“Pelaku usaha yang menolok dan/atau tidak memberikan tanggapan

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana

dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat
digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan
ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen” . '

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan perdata dapat
didasarkan atas dua alasan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatigedaad). Adapun landasan hukumnya didasarkan pada ketentuan
Buku Il Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
berbunyi:

“Penggatian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu

% Ppasal 39 Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4" Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
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perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam
waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. %

Kemudian perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewgjibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahan untuk menggantikan kerugian tersebut” . °

Berdasarkan pasal diatas dapat dipahami bahwa, gugatan wanprestasi
selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontraktual (perjanjian) antara
para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewgjiban di sini diwujudkan dengan
apa yang disebut sebagal prestasi (performance).

Kasus-kasus kerugian konsumen dalam transaks perdagangan secara
elektronik, gugatan akan lebih tepat bila didasarkan atas wanprestasi dan bukan
perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan merujuk pada kewajiban—kewajiban
pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang telah dilanggar dan karenanya
menimbulkan kerugian. Selain penyelesaian secara perdata pelanggaran dalam
transaksi elektronik yang mengandung unsur pidana seperti penipuan juga dapat
diproses secara pidana seperti penimpuan juga dapat diproses secara pidana,
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“8 pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
“9 pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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“(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”.

Kegiatan ganti rugi tidak menghapus kemungkinan tuntutan pidana,
pelaku usaha dapat dikenakan pidana apabila produk dan/atau jasa yang dia
pasarkan sudah melanggar ketentuan, maksudnya adalah perbuatan pidana jika
menyebarkan brosur, iklan, melalui jasa endorse, dimana pelaku usaha yang
menjajikan keuntungan bila mengikuti brosur iklan, namun ternyata menimbulkan
kerugian pada orang sebagal konsumen yang mengikuti iklan tersebut. Pasal 4
huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

“konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau

pengganti, apabila barang dan /atau jasa yang diterimatidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya’. *°

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan
ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesua dengan perjanjian, maka sudah menjadi kewagjiban
pelaku usaha untuk bertanggugjawab. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi:

% pasal 4 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
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“Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesual dengan
perjanjian”.
Berdasarkan pasal 7 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sudah menjadi kewajiban pelaku
usaha untuk memberikan ganti rugi kepada orang selaku konsumen yang
menerima produk barang dan/atau jasa apabila didapat tidak sesuai dengan
ekpektas mereka. Hal yang sama juga diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, berbunyi:
“Bahwa pelaku usaha dilarang memproduks barang dan/atau jasa yang
tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” . >
Idealnya pemasaran barang dan/atau jasa dengan itikad baik dan jujur akan
berjalan dengan mulus dan mendatangkan kepuasan, kenyamanan bagi penjual
dan pembeli. Juga orang selaku konsumen akan mendapatkan produk yang
berkualitas dan spesifikasi yang baik dengan ditampilaknnya merek. Juga sebelum
sampa ketangan konsumen, alangkah baiknya konsumen memperhatikan produk
yang akan dibeli dan digunakan. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan

oleh penjual sebaiknya memuaskan atau memenuhi standard an ekspektasi para

pembeli.

* Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
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Hak dan kewagjiban para pihak pada penjualan, kontrak dan kesepakatan
terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan penjualan barang-barang pada
masa kini dan masa yang akan datang, dan kontrak penjualan meliputi sebuah
transaksi penjualan pada saat ini serta kontrak penjualan pada masa yang akan
datang.

Kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya mempunyai hak dan
kewagjiban yang berbeda, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jua beli,
sebagali berikut: meyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.
Kewagjiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat-cacat
tersembunyi (vrijwaring, warranty). Hak penjual pada umumnya menentukan
harga pembayaran atas penjualan barang dari konsumen. Hak menerima
pembayaran yang sesuai dengan kesempatan mengenai kondisi dan nilai tukar
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan
hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik. Hak untuk melakukan
pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak
untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak berakibat oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak —
hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak
pembeli dalam suatu proses jual beli pada umumnya, dibagi 2 (dua) macam, yaitu

Pemindahan hak atas barang tertentu. Hak atas barang tertentu berpindah
tergantung dari keinginan para pihak berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat,
dan untuk menentukan maksud dari para pihak tersebut, dengan memperhatikan

daam suatu syarat-syarat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen,
Pembeli dianggap sebagai konsumen sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, hak pembeli atau hak konsumen antaralain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondis serta
jaminan yang dijanjikan.

Hak yang diberikan kepada konsumen (pembeli), harus diimbangkan
dengan kewagjiban yang diberikan kepada konsumen agar konsumen tidak
sewenang- wenang dalam melakukan tindakannya maka hak-hak tersebut dibatasi.

Kewgjiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
menyebutkan:

Kewagjiban Konsumen;

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
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d. Mengikuti upaya penyelesasian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

Kewgjiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk dalam
menggunakan barang dan/atau jasa terkadang dilalaikan oleh konsumen, biasanya
pelaku usaha telah mencantumkan petunjuk pemakaian di dalam produk yang
dibuatnya. Dalam pelaksanaan kontrak jual beli, adanya itikad baik merupakan hal
yang harus dimiliki oleh para pihak. Legalitas atau keabsahan dari suatu kontrak
atau perjanjian khususnya dalam kontrak jual beli secara elektronik menjadi
sebuah fenomena yuridis yang relatif baru bagi hukum positif Indonesia pada
umumnya. Hal ini perlu dikagji lebih lanjut terhadap aspek hukum pembuktian
pada khususnya.

Proses pembuktian terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan dengan
beberapa cara. Menurut Paton dalam bukunya A textbook Of Jurisprudence
disebutkan bahwa, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau materiil, alat
bukti yang bersifat moral merupakan kata-kata yang diucapkan seorang dalam
pengadilan, artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang
bersifat materiil adalah alat bukti barang fiskk yang tampak atau dapat dilihat
selain dokumen.

Maka salah satu kelebihan atau keuntungan dalam e-commerce adalah
informasi  yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen
dibandingkan dengan perdagangan konvesional tanpa harus bersusah payah pergi
ke banyak tempat. Namun demikian, e-commerce juga memiliki kelemahan.

Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan
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konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara
langsung barang yang dipesan berpotenss menimbulkan permasalahan yang
merugikan konsumen.

Beragam kasus yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan transaksi
terutama faktor keamanan dalam e-commerce ini tentu sangat merugikan
konsumen. Padahal jaminan keamanan transaks e-commerce sangat diperlukan
untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen penggunanya. Pengabaian terhadap
hal tersebut akan mengakibatkan pergeseran terhadap falsafah efisiensi yang
terkandung dalam transaksi e-commerce menuju kearah ketidak pastian yang
nantinya akan menghambat upaya pengembangan pranata e-commer ce.

Permasalahan hukum serta pemecahan yang sudah dijelaskan di atas,
sebenarnya tidak lain dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan
perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. Masaah
keamanan merupakan masalah penting dalam pemanfaatan media elektronik
khususnya internet. Tanpa jaminan keamanan, maka para pelaku usaha akan
enggan untuk memanfaatkan media ini. Untuk jaminan keamanan ini, hal yang
perlu mendapatkan perhatian adalah masalah domisili perusahaan, sehingga
apabila ada sengketa hukum, dapat diketahui dengan pasti kedudukan hukum dari
perusshaan yang menawarkan produknya melalui media elektronik. Pada

prinsipnya masalah perizinan, pendirian dan pendaftaran perusahaan sama dengan
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perusahaan pada umumnya, tunduk pada hukum ditempat dimana perusahaan
didaftarkan. >

B. Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Produk Dalam Menggunakan Jasa
Endorse Yang Dipasarkan Melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban hukum pemilik produk sama halnya dengan
kewgjiban yang harus diberikan pemilik produk sebagai pelaku usaha yaitu
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen,
juga karena ketiandaan informasi yang tidak memada dari pemilik produk
sebagal pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi),
yang akan sangat merugikan konsumen.

Pertanggungjawaban hukum pemilik produk dalam menggunakan jasa
endorse yang dipasarkan melalui media sosial merupakan kewajiban-kewajiban
pelaku usaha, sebagai pemilik produk. Dalam pasal 7 Undang-Undang No 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagai pemilik produk:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pemilik produk memberikan barang ataupun produk tanpa memiliki
cacat cela, memberikan informasi yang rinci mengenai produk yang
akan dipasarkan jasa endorse, dan jasa endorse memasarkan produk
dengan itikad baik dan bahasa yang sopan tidak melanggar kesusilaan

yang belaku.

%2y udha Sri Wulandari, “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual
Beli E-Commerce”. Dalam Jurnal 1lmu Hukum Vol 2 no 2 Desember 2018, halaman 204-205.
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Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Pemilik produk sebagai pelaku usaha waib memberikan informasi
yang benar, jelas dan jujur mengena kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa pada jasa endorse, agar endorsement dapat memasarkan
produk yang diberikan pemilik produk dengan benar dan follower
mereka mengetahui info yang terdapat dari produk pada hasil unboxing
jasa endorse.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

Pemilik produk sebagai pelaku usaha juga menyampaikan informasi
dan memperlakukan jasa endor se dengan baik dan tidak melanggar apa
sgja yang menjadi batasan jasa endorse, dan tidak membeda-bedakan
setigp public figure yang digunakan, seperti bayaran setelah
menggunakan jasa.

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku

Pemilik produk sebagai pelaku usaha harus menjamin mutu barang
dan/atau jasa yang akan diperdagangkan, pemilik produk sebagali
pelaku usaha menyampaikan barang berdasarkan ketentuan standar

mutu barang yang berlaku kepada jasa endorse, maka jasa endorse
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akan mengulas dan menyampaikan standar barang di media sosa
mereka.

Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garans atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

Pemilik produk sebagal pelaku usaha dapat memberikan kesempatan
kepada jasa endorse untuk menguji, mereview produk sebelum sampai
ketangan konsumen, setelah melakukan ulasan dan lulus uji menurut
ketentuan yang berlaku pada jasa endorse maka jasa endorse sudah
dapat menampilkan iklan dan memasarkan suatu produk tersebut di
media sosialnya.

Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan
/atau jasa yang diperdagangkan

Pemilik produk sebagal pelaku usaha dapat memberikan ganti rugi dan
penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang atau produk yang tidak sesuai dengan yang telah
diberikan ketangan jasa endorse dan juga dapat mengganti produk
apabilatidak sesuai dengan permintaan konsumen.

Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesual

dengan perjgjian
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Pemilik produk sebagai pemilik usaha juga dapat memberikan ganti
rugi kepada konsumen akibat barang yang tidak sesuai dengan
permintaan konsumen, setelah jasa endorse menampilkan dan
memasarkan produk dimedia sosial mereka dan konsumen melihat
maka bila tidak sesuai permintaan pun terdapat cacat cela maka
pemilik produk sebagai pelaku usaha berhak mengganti rugi.
Hubungan hukum tercermin pada melekatnya hak dan kewagjiban masing-
masing pihak yang terkait dalam satu perjanjian. Dengan perkataan lain,
hubungan hukum adalah suatu hubungan antara subjek hukum yang satu dengan
subjek hukum lain yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan
kewgjiban. >
Pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setigp orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk daban hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

MRt 54

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Defenis dari Jasa telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

*% |nda Rahadiyan dan M. Alif Akbar Pranagara. “ Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak
Dan Tanggungjawab Agen Dalam Penyelenggaraan Brancless Banking Di Indonesia’. Dalam
Jurnal Hukum lus Quia lustum Faculty Of Law Vol. 24 Issue 2, April 2017, halaman 308.

* Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
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“Jasa adal ah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.>

Pengertian promos menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

“Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu

barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang

dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”. *°

Defenis dari iklan elektronik, Pasal 1 ayat 13 Undang-Undnag Republik
Indonesa Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik, menyebutkan:

“Iklan Elektronik adalah informasi untuk kepentingan komersial atas

barang dan/atau jasa melalui Komunikas Elektronik yang dimuat dan

disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara berbayar
maupun yang tidak berbayar” >’

Pemilik bisnis online dalam melakukan transaks elektronik seringkali
dihadapkan kepada permasalahan, khususnya dalam melakukan kerjasama
endorse melaui situs jgaring sosiad media Instagram. Fitur yang terbatas
membuat pemilik bisnis yang disebut endorse hanya dapat menerima bagaimana

cara pemasaran yang dilakukan oleh selebgram yang disebut endorser. Selain itu

endorser pada situs jgaring sosia instagram seringkali tidak memberikan jaminan

*® Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

* Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

* Pasal 1 ayat 13 Undang-Undnag Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
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kepastian terhadap pihak yang bertransaksi dengannya. Perlindungan bagi
masyarakat memiliki dimensi yang banyak, salah satunya adalah perlindungan
hukum apabila dikaitkan dengan masyarakat yang melakukan perjanjian
elektronik atau perjanjian online.

Perlindungan bagi masyarakat merupakan dari pembangunan secara
keseluruhan yang diatur hak dan kewgjiban secara hukum sehubungan dengan
itu, apabila para pihak mengalami kerugian dalam melakukan perjanjian, maka
dapat dikatakan masyarakat belum mendapatkan perlindungan hukum. Sistem e-
commerce pada zaman sekarang ini akan semakin mempermudah perkembangan
bisnis online, walaupun tidak akan terlepas dari terjadinya wanprestas atas
perjanjian yang telah dilakukan.

Praktiknya pemilik bisnis atau pelaku usaha sebagai pihak pengguna jasa
endorse sering kali menderita kerugian yang disebabkan oleh selebgram. Hal
demikian diperkuat dengan realitas yang memperlihatkan bahwa konsumen dalam
transaksi bisnis elektronik selalu menanggung beban risiko yang ditanggung oleh
produsen atau pelaku usaha. Melihat kedudukan yang tidak seimbang antar
pemilik bisnis online dengan selebgram memungkinkan timbulnya pelanggaran
hak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Banyak kasus yang terjadi akibat
kedudukan yang tidak seimbang antar pihak dalam melakukan transaks
khususnya dalam bidang e-commerce.

Daam melakukan perjanjian, persyaratan endorse dalam praktiknya
ditentukan oleh selebgram secara sepihak, sedangkan pemilik bisnis online atau

pelaku usaha hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang diberikan oleh
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selebgram tersebut. Dengan demikian, pemilik bisnis atau pelaku usaha pada
perjanjian endorse melalui Instagram ini pada dasarnya memiliki posisi tawar
yang lemah dan karenanya diperlukan perlindungan hukum yang jelas baginya.
Perlindungan bagi warga negara sebagi individu maupun kelompok merupakan
sis yang penting untuk mewujudkan kesgahteraan, karena tanpa adanya
perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapal
suatu kesejahteraan bagi masyarakat.

Di Indonesia sudah mengatur tentang masalah di bidang pemanfaatan
teknologi informas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sudah
mengalami  perubahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Dalam beberapa aspek pengaturannya, Undang-Undang ini didasarkan
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Oleh sebab itu, untuk membahas
dan mengkaji sgjauh mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 yang awal mula merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaks Elektronik yang tetap berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata mampu melindungi para pihak yang malalui
transaks melalui internet, khususnya apabila terjadi wanprestasi perjanjian

elektronik yang telah disepakati. *®

% kantrey Sugiarto. “Perlindungan hukum Bagi Pemilik Bisnis Melalui Instagram

Dalam Perjanjian On Line Apabila Terjadi Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik”. Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 September 2018, halaman
122.
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Pemilik bisnis online atau pelaku usaha membutuhkan orang atau pihak
lain agar mampu bersaing dalam dunia e-commrce. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh para pemilik bisnis online adalah dengan melakukan kerjasama
endorse bersama publik figur melalui suatu bentuk perjanjian. Endorsement
adalah strategi pemasaran agar seseorang dapat mengajak atau mereferensikan
beberapa teman atau kenalannya untuk membeli suatu produk barang dan/atau
jasa. Perjanjian endorse tidak dalam undang-undang secara khusus. Perjanjian ini
merupakan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal
1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), menyebutkan:

“Bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya’.

Maka kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338
Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kebebasan berkontrak
ini bersumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga
yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya
untuk berkontrak.

Kebebasan berkontrak ini terjadi apabila bisnis online atau pelaku usaha
telah mengikat kerja sama pada jasa endorse, dimana kesepakatan antara dua
pihak tersebut sudah sah dimata hukum. Hukum perjanjian Indonesia sudah
menegaskan hal ini, apabila menetapkan kebebasan berkontrak dan akan menjalin
hubungan hukum antara kedua belah pihak, kedua belah pihak yang dimaskud

disini, bisnis online selaku pelaku usaha dengan jasa endorse maupun pelaku
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usaha. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa
sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatal kan.

Untuk mengatur dan memberikan Mereka yang ditarun di  bawah
pengampu, orang-orang perempuan, dalam hal-ha yang ditetapkan oleh Undang-
Undang, dan pada keringanan dalam hal perjanjian, Undang-Undang hanya
mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat
dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

(1) Orang-orang yang belum dewasa

umumnya semua orang kepada sigpa undang-undang, dan pada umumnya
semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-
perngjian tersebut. *°

1) “Orang yang belum dewasa dalam hal ini dalam pasal 1330 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa kecakapan diukur

bila para pihak telah mencapai umur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun

tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. Jadi bagi mereka yang telah
berumur 21 tahun dapat mengadakan suatu perjanjian dengan tanggung
jawab penuh, begitu juga orang dibawah 21 tahun tetapi yang sehat
pikirannya. Dan menurut Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “kecakapan bagi pria adalah ketika dia

berumur 19 tahun dan bagi wanita adalah ketika ia berumur 16 tahun”.

2) “Orang yang berada dibawah pengampuan. Orang yang dibawah

pengampuan tidak dapat membuat perjanjian, artinya dewasa namun tidak

% Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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dapat mengurusi dirinya dan orang lain, begitu juga dengan orang yang

gelap mata dan seorang pemboros. Orang yang berada dibawah

pengampuan harus diwakili oleh walinya’.

3) “Seseorang perempuan (dalam hal ini tidak berlaku semenjak

diberlakukannya Udang-Undang Perkawinan)”.

4) “Dan semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat

sebuah perjanjian”.

Daam point 1 dan 2 adalah mengenai syarat subjektif karena mengenai
orang-orangnya yang membuat suatu perjanjian, sedangkan point 3 dan 4 adalah
syarat obyektif, karena mengenai objek dari suatu perjanjian. Maka hubungan
hukum pelaku usaha dengan jasa endor se apabila barang sudah adanya perjanjian,
dan hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen apabila barang dan/atau
jasa telah sampai ketangan konsumen. Pemilik produk sebagai pelaku usaha
daam memberikan informasi barang dan/atau jasa harus memperhatikan
ketentuan dari Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang
Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan,
memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.
Mengenai kondis dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunanaan, perbaikan, dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau
mempergunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha
dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta

informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sgjak saat itulah timbul



65

hak dan kewagjiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan
hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Pemilik Produk sebaga Pelaku usaha yang mejalin hubungan hukum
kedapa jasa endorse dengan adanya perjanjian yang disepakati kedua belah pihak,
dan apabila kedua belah pihak tidak menyetujui salah satunya, maka perjanjian
akan batal secara sah dalam hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu
dipenuhi empat syarat, yaitu:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3) Suatu pokok persoaan tertentu

4) Suatu sebab yang tidak terlarang.*

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang perlu di bahas
adalah syarat nomor 2, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada
dasarnya, tigp orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuai jika ia
dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Maka perlu dilihat ketentuan Pasal 1330
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , menyebutkan:

1) Anak yang belum dewasa

2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.®

Pemilik Produk sebagai Pelaku usaha yang menjalin kerjasama dan

menjalin hubungan hukum menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum

% Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pwerdata (K UHPer).
%! Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K UHPer).
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Perdata,

“Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau
lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewagjiban
masing-masing pihak. Diantara pelaku usaha dengan jasa endorse, dalam
pandangan hukum perdata bahwa sifat pertanggungjawaban jasa endor se mengacu
pada kontrak kerja sama antara jasa endorse dengan pelaku usaha. Maka dalam
hukum ke perdataaan sejauh jasa endorse menjalankan kewgjiban dalam kontrak
dengan itikad baik. Maka semua pertanggungjawaban perdata dibebankan pada
pelaku usaha selaku pihak yang pertama yang menjadi pemberi perintah. Karena
yang diketahui bahwa jasa endor se adalah pihak kedua yang menerima perintah.

Pertanggungjawaban hukum pelaku usah selaku pihak pertama dan sebagai
pemberi perintah itu diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, merumuskan Tanggung
jawab pelaku usaha:

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsums  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

2) Ganti rugi sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau pengganti barang dan/atau jasa yang sgjenis

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesual
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4)

5)
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan

tersebut merupakan kesalahan konsumen. ©

Konsep perilaku konsumtif sangat variatif, tetapi pada intinya pengertian

perilaku konsutif adalah membeli barang tanpa pertimbangan rasional atau bukan

atas dasar kebutuhan pokok. Secara operasional, indikator perilaku konsuntif

yaitu:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Membeli produk karena adanya tawaran hadiah.

Membeli produk karena kemasannya menarik.

Membeli produk demi menjaga penampilan.

Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat
atau kegunaannya).

Membeli produk hanya sekadar menjaga simbol status.

Memaka produk karena unsur konformitas terhadap model yang
mengiklanan.

Munculnya penilian bahwa membeli produk dengan harga maha akan

62

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.
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menimbulkan rasa percaya diri yang tingggi.

8) Mencoba lebih dari dua produk sgenis (merk berbeda).

Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif merupakan suatu
perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan pada
pertimbanagn untuk mengkonsums tanpa batas dimana individu lebih
memintingkan faktor keinginan daripada kebutuhan serta ditandai oleh adanya
kehidupan mewah dan berlebihan. ®

Sementara itu, manfaaat positif penggunaan media sosia terhadap bisnis,

antaralain:

1) Membantu memahami dengan lebih baik hal-hal yang disukai para
penggunanya.

2) Membantu bisnis untuk mempromosikan.

3) Situs jgaring sosid membantu membuat konsumen baru dengan
menyediakan fasilitas yang bermanfaat.

4) Membantu meningkatkan wawasan pasar dan lingkup pemasaran yang
melampaui  pesaing melalui jaringan online dan membantu
meningkatkan kesadaran konsumen tentang merek dengan anggaran
yang relatif sedikit.

5) Membantu pengembangan bisnis dengan memanfaatkan situs jgaring
profesional untuk dapat terhubung dengan klien dan rekan bisnislain.

Sedangkan dampak negatif media sosia terhadap bisnis, yakni

% Nuning Kristiani. “ Analisis Pengaruh Iklan Di Media Sosial Dan Jenis Media Sosial
Terhadap Pembentukan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Di Yogyakarta” . Dalam Jurnal Bisnis
Dan Ekonomi (JBE) Vol 24 Nomor 2, Maret 2017,halaman 198.
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1) Adanya risiko yang memungkinkan para penggemar dan follower
menggugah komentar negatif yang justru dapat menyebabkan
kegagalan/ kerugian bisnis

2) Banyak organisasi besar telah menjadi korban dari parahacker.

3) Strategi merek online yang salah dapat membayangkan perusahaan dan
menerapkan sosial viral bisa menjadi boomerang.

4) Mengikuti media sosial sangat menyita waktu.

5) Sebagian besar perusahaan mengalami kesulitan dalam mengukur hasil
iklan media sosial. **

Hubungan hukum pelaku usaha dengan jasa endor se terjadi karena pelaku
usaha menjalin kerjasa sama dengan jasa endorse dengan cara mengirim atau
menghubungi melalui Direct Message instagram dan dapat juga bertemu
langsung, dari pertemuan antara pelaku usaha dan jasa endorse maka timbullah
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer), supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat,
yaitu:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3) Suatu pokok persoaan tertentu

4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Maka setelah terjadinya perjanjian dengan syarat sah perjanjian yang

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka timbullah

*  Rustiana. “Persepsi Digital dependent Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Dan

Dampak Sosial Ekonomi” . Dalam Jurnal [Imu Komunikasi Vol 15 No 1, Juni 2018, halaman 22.
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kewajiban pelaku usaha terhadap jasa endorse dan sebalikanya timbul kewajiban

jasa endor se terhadap pelaku usaha, yaitu:

Kewagjiban pelaku usaha terhadap jasa endorse, berdasarkan Pasal 7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan

Konsumen, menyebutkan:

a

b.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak dikriminatif.

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagnagan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku.

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
yang diperdagangankan.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangakan.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
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perjanjian.®

Atas terbentuknya kerjasama antara pelaku usaha dengan jasa endorse
maka kewajiban jasa endor se terhadap pelaku usaha:

Berdasarkan Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, kewagjiban pelaku usaha terhadap jasa endorse, dan sebaliknya
timbullah kewajiban jasa endor se terhadap pelaku usaha, yakni:

a Jasa endorse memberikan perlakuan baik dan itikad baik kepada
pelaku usaha, karena pelaku usaha telah memberikan produk yang
akan diiklankan oleh jasa endorse.

b. Jasa endorse memberikan informasi yang benar, jasa endorse
memberikan penjelasan mengenai iklan yang akan dipasarkan
berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik,

(2) Iklan Elektronik dapat berbentuk:
atulisan
b. suara

Cc. gambar, atau
d. video.

yang dibuat dan disebarluaskan kepada publik melaui berbagai
macam sarana media elektronik dan/atau saluran Komunikasi
Elektronik.

c. Jasa endorse memperlakukan atau melayani konsumen secara benar

sertajujur dan tidak diskriminatif atas barang yang akan diiklankan.

d. Jasa endorse juga dapat menjaga mutu barang yang sudah menjadi

® Pasa 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Pelindungan Konsumen.
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kewagjiban pelaku usaha menjaminn mutu barang, maka jasa endorse
juga melihat mutu barang yang akan diiklankan sebelum sampai
ketanganan konsumen.

Jasa endorse sebagal pihak kedua, bertanggung jawab untuk menguji
dan/atau mencoba barang sebelum diiklankan.

Jasa endorse memberikan konpensasi atau ganti rugi atas barang yang
tidak sesual dengan ekspektas atau harapan yang akan dilaporkan ke
pihak pertama yakni pelaku usaha.

Jasa endorse memberikan konpensasi atau ganti rugi atas barang yang
tidak sesuai dengan perjanjian yang akan dilaporkan ke pihak pertama

yakni pelaku usaha.

Kewgjiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen,

menyebutkan:

a

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan.

Beitikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa.

Membayar sesual dengan nilai tukar yang disepakati.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
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konsumen secara patut. %

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa harus

mengetahui dan menjalankan ketentuan perundang-undangan. Pelaku usha yang

tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi hukuman

brupa hukuman pidana maupun denda. Produk barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan harus memiliki izin dari pemerintah. Terdapat beberapa larangan

bagi pelaku usaha yang diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-

Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen, sebagal berikut:

1)

2)

3)

Larangan produksi dan/atau perdaganagan sbarang dan/atau jasa di luar
standard an ketentuan perundnag-undangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a).
produk barang dan/atau jasa harus memenuhi standar nasional
Indonesia (SNI) dan juga memiliki izin yang sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Larangan melakukan promosi barang dan/atau jasa dengantidak benar
seperti: menggunakan kata-kata tidak berbahaya, tanpa resiko atau efek
samping, tanpa memberikan informas yang lengkap (Pasal 9 ayat (1)
huruf j). pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal acapkali
mempromosikan bahwa produknya aman tanpa menimbulkan efek
samping, akan tetapi mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
Larangan mempromosikan barang dan/atau jasa dengan menjanjikan
sesuatu yang tidak pasti (Pasal 9 ayat (1) huruf k). pelaku usaha yang

menjual  kosmetik illegal acapkali menjanjikan hasil instant dari

® Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Pelindungan Konsumen.
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penggunaan produk.

4) Larangan mmepromosikan dengan menggunakan informasi yang salah
atau tidak sesuai terkait bahaya akibat penggunan suatu barang
dan/atau jasa (Pasal 10). Pelaku usaha kosmetik illegal tidak
menjelaskan bahaya dari penggunaan kosmetik yang dijualnya, namun
menyatakan bahwa produk tersebut aman dan telah teruji Klinis
ssehingga menarik minat konsumen.

5) Larangan melakukan obral yang membuat konsumen tertarik dengan
memberi pernyataan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
telah sesuai standar (Pasal 11 huruf a). produk kosmetik illegal yang
beredar dijual dengan harga yang sangat terjangkau dengan jaminan
bahwa produk tersebut aman dengan mencantumkan testimony dari
konsumen yang telah mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut.

6) Larangan melakukan produks iklan dengan memberikan pernyataan
yang tidak benar terkait dengan kualitas suatu barang dan/atau jasa
(Pasal 17 (1) huruf @)

7) Larangan melakukan produks iklan dengan muatan informas yang
tidak benar suatu barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (1) huruf c)

8) Larangan melakukan produksi iklan tanpa mencantumkan informasi
terkait risiko pemakaian suatu barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (1)

huruf d).

®"'| Made Lovi Pusnawan. “ Sanksi Hukum Terhadap Endorser Yang Mempromosikan
Produk Kosmetik Ilegal” . Dalam Jurnal Kertha Semaya Vol 8 No 7 Tahun 2020, halaman 1105.
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C. Kendala Dihadapi Pemilik Produk Dalam Menggunakan Jasa Endorse
Y ang Dipasarkan Melalui Media Sosial

Asas konsensualisme sebagaimana yang terssimpul dari ketentuan Pasal
1320 BW angka 1 (tentang kesepakatan atau toestemming), yang menyatakan
bahwa perjgjian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat, hendaknyatidak juga
diinterprestas semata-mata secara gramatikal. Pemahaman asas konsensualisme
yang menekankan pada “ sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa
yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjujung tinggi
komitmen dan tanggungjawab. Maka pemilik produk sebagai pelaku usaha
dengan jasa endorse melakukan perjanjian dari hasil kesepakatan dan persetujuan
diantara kedua belah pihak tersebut, pemilik produk memberikan produk kepada
jasa endorse untuk dipasarkan dan diiklankan di media sosial mereka dengan
syarat yang diberikan oleh pemilik produk, namun bila persyaratan tersebut
melanggar privasi orang yang sebaga jasa endorse maka persetujuan tidak dapat
ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya’. Maka perjanjian itu tidak dapat ditarik

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus

dilaksanakan dengan baik %

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas,
pembuatan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, pemilik produk sebagai

pelaku usaha sebenarnya harus memiliki itikad baik, maksudnya itikad baik disini

% Agus Y hudha Hernoko. Op.,Cit., halaman 127



76

adalah pemilik produk sebagal pelaku usaha tidak melanggar hak asasi yang
mendasari kebebasan berserikat, berfikir dan berekpresi, serta kebebasan dari
diskriminasi, menghormati hak individu atas kehidupan pribadi, untuk bertindak
tanpa paksaan, dan untuk mempertahankan kendali atas informasi pribadi mereka
(privasi) yang dimiliki oleh orang yang menjadi jasa endorse, seperti pakaian yang
tidak terbuka bila jasa endorse tidak menginginkan pakaian terbuka, lalu produk
yang sebanarnya yang tidak bisa digunakan oleh jasa endorse alasan karena tidak
mendukung untuk tubuh atau alat kosmetik yang tidak baik untuk kulit mereka.
Dan sebaliknya pemilik produk sebagai pelaku usaha juga memiliki syarat yang
tindak bisa dilanggar oleh jasa endorse, seperti komunikasi yang disampaikan,
tidak melanggar undang-undang yang berlaku, tidak mengandung pornografi,
tidak merusak nama merk, menggunkan bahasa yang baik dan sopan.

Berdasarkan sistem hukum perdata (termasuk yurisprudens) banyak
diwarnai oleh sistem Common Law. Menurut sistem ini suatu perbuatan yang
bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, akan
mewajibakan si pembuat kesalahan bertanggung jawab membayar ganti rugi atas
akibat yang ditimbulkannya. Dengan jelas sistem yang demikian tercermin dalam
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang

lain, mewagjibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”

Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang

lain mewagjibakan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu
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harus mengganti kerugian tersebut.

Pasal tersebut merupakan forma yang membuat prinsip tanggung jawab
secara kesalahan (fouft). Asas pertanggung jawaban secara kesalahan didasarkan
pada adabium bahwa tidak ada pertanggung jawaban apabila tidak terdapat unsur
kesalahan (noliability without foult).

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechts matigedaad) menurut
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu:

1) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

2) Terdapat kesalahan pada pelaku

3) Timbul kerugian

4) Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata dengan unsur-
unsur tersebut, seseorang baru bisa dinyatakan bertanggung jawab kalua ke empat
unsur di atas dipenuhi, namun melihat unusr-unsur ini terutama unsur kedua yakni
unsur kesalahan (Foult, schuld atau Mens Area) sering menjadi beban bagi pihak
yang diwajibkan membuktikannya. &

Pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setigp orang perseorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

* Ridwan. “ Pertanggungjawaban Korporsi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Menurut UNdang-Undang Nomor 23 Tahun 1997”. Dalam Jurnal Justitia Vol 1 No 1 Agustus
2018, halaman 258.
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penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk
yang dihasilkan adalah cukup aman untuk dikonsums dan berkualitas. Oleh
karena itu, Apabila di lain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan
mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung
jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen.

Berdasarkan uraian atas, nampak pemertintah telah menetapkan bahwa
perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan nasional kunci
pokok terhadap masalah (pengedar produk atau pengusaha) saling membuktikan.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di
Indonesia. pengaturan ketentuan mengena perlidungan konsumen sebagal satu
konsep terpadu merupakan hal baru. Awanya konsep tersebut dimulai di negara
maju, kemudian merebak ke bagian dunia lainnya. Di Indonesia belum ada
perangkat peraturan perundang-undangan khusus mengenai perlindungan
konsumen, meskipun usaha ke arah itu sudah dilakukan sgjak lama. Belum
adanuya perangkatan pertauran perundangan khusus (Lex specialis) dan terpadu
mengenai  perlindungan konsumen ini, bukan berarti peraturan tentang
perlindungan kosumen belum ada. Peraturan tentang konsumen sudah ada, tetapi
terpancar di sanasini dan tidak merupakan satu konsep utuh.

Banyak hal yang dapat merugikan konsumen, antara lain masalah yang
menyakut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan,

periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya. Hal ini tidak sgja telah merugikan

" Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
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harta benda atau kesalahan, bahkan dapat menimbulkan kematian, di samping
dapat menumbuhkan pola konsumsi yang tinggi yang tidak sesuai dengan tidngkat
pendapatan dan pendidikan masyarakat relative masih rendah.

Perbuatan tidak (curang) adalah suatu tidakan penipuan subjektif yang
dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, mungkin dalam
proses produksi suatu barang atau bentuk yang lain. Misalnya pelaku usaharetail
tidak memberikan informasi yang jujur dalam hal pemotongan harga. Misalnya
karena adanya iklan potongan harga tersebut di atas, konsumen menjadi
berlomba-lomba membeli minyak tersebut dam membeli barang kebutuhan ynag
lain karena konsumen sudah sekalian belanja di took retail tersebut. Akibatnya,
pesaingan mengalami penurunan omzet penjualan. Pelaku usaha atau seseorang
yang melakukan perbuatan curang terhadap public dalam menawarkan barangnya
dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda, kalau, pertama, terjadi satu perbuatan
yang bersifat menipu. Kedua karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi
pesaingnya dan pembeli atau konsumen. Dalam kasus seperti ini, adanya kasus
penipuan atau perbuatan curang haruslah terbukti.

Berdasarkan hal tersebut mencantumkan informasi yang benar dan sesuai
dengan janji label produk, jasa endorse wajib mempertimbangkan produk barang
dan jasa yang akan dipromosikan olehnya sebagai kode etik periklanan, Pasal 45
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaks Elektronik, berbunyi:

(1) setiap orang yang dengan senggja dan tanpa hak mendisrtibusikan

™ Adrian Sutedi. Op.,Cit. Halaman 36.
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80

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi  Elekrtonik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana
dengan pidana pengjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setigp orang yang dengan senggja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Setigp orang yang dengan senggja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana pengjara
paling lama 4 (emapat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Setigp orang yang dengan sengga dan tanpa hak mendistrubiskan
dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.
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000,00 (satu miliar rupiah).
(5 Ketentuan sebagaimana deimaksud pada ayat (3) merupakan delik
aduan.

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha harus dapat memberikan
kenyamanan dan informasi yang baik dan benar, Pasal 45A Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, menyebutkan:

(1) Setiap orang yang dengan senggja dan tanpa hak menyebarkan berita

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaks Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banayk Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setigp orang yang dengan senggja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan
pidana pengra paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dendan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaks Elektronik, sudah jelas menerangkan

"2 Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

" Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tshun 2016 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik.
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bahwa pelaku usaha harus memperhatikan barang yang akan diberikan dan akan
diklankan oleh jasa endorse. Berdasarkan Pasa 45a menyatakan apa yang
dimaksud tersebut perlindungan dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan
pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu
ggda kebahasaan yang mencuat dan rama dibicarakan di tangah-tengah
masyarakat adalah hoax, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di
keluarkan oleh kemdikbud.go.id, pengertian hoaks yang berarti berita bohong.
Daam bahasa Inggris dikena juga dengan istilah fake news (berita bohong) yaitu
berita muatan atau berita palsu yang tidak berdasarkan kenyataan. Hoax adalah
berita palsu yang senggja dibuat seolah-olah sebagai berita yang benar. Hoax
biasa dengan berita bohong (hoax), berbentuk email peringatan, nasihat palsu,
berita bohong, atau berita palsu yang biasanya diakhiri dengan imbauan agar
menyebarkan ke tengah masyarakat. Semakin luas diperbincangkan, sepertinya
semaki senang hiti s pembuat Hoax. Hoax juga diartikan sebagai sebuah
kebohongan atau informasi sesat yang senggja disamarkan agar terlihat benar.
Sedangkan berita Hoax adalah sebuah publikas yang terlihat seperti berita Hoax
sengga dibuat untuk menyebarkan propaganda atau pesan kebencian ats
seseorang atau instansi tertentu.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menyebutkan:

" Mac Aditiawarman, dkk. 2019. Hoax Dan Hate Speech Di Dunia Maya. Tonggak Tuo:
Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, halaman 2.
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(1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau segjenisnya, huruf,
tanda, angka, kode akse, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

(2) Transaks Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media el ektronik
lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 3 Udang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaks Elektronik,
menegaskan pengertian teknologi informas di Indonesia sebagai suatu teknik
untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisa,
dan menyebarkan informasi.

Berkaiatan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik
sesuai permasalahan tulisan ini, pemanfaatan hal tersebut dilaksanakan
berdasarkan asa kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun tujuan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaks Elektronik ialah untuk:

1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagal bagian dari masyarakat

informasi dunia.

2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam



84

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik

4) Membuka kesempaatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung
jawab.

5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna
dan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Udang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
menyebutkan:

“Perdagangan Melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PM SE

adalah Perdaganagn yang transaksinya dilakukan melalaui serangkaian

perangkat dan prosedur elektronik”.

Berdasarkan defenisis ini dapat dilihat juga bahwa dalam Pasal 1 ayat 13
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik, Menyebutkan:

“Iklan Elektronik adalah Informasi untuk kepentingan komersial atas

barang dan/atau jasa mealaui komunikasi elektronik yang dimuat dan

disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara berbayar
maupun yang tidak berbayar”.

Daam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dari defenisi 1klan

elektronik ini, maka Jasa endor se termasuk kedalam Iklan Elektronik.

™ Ria Safitri. “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan
Tinggi” . Dalam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’ | Vol. 5 No. 3, halaman 202.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum tercermin pada melekatnya hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang terkait dalam satu perjanjian. Dapat diartikan hubungan
hukum adalah suatu hubungan antara subjek hukum yang satu dengan
subjek hukum lain yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan
kewajiban. Dari defenis diatas pelaku usaha dan jasaendorse melakukan
perjanjian sebagaimana yang diatura dalam Kitab Undang-Undang Hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

2. Pertanggungjawaban hukum pemilik produk sama halnya dengan
kewgjiban yang harus diberikan pemilik produk sebagai pelaku usaha
yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa. Pertanggungjawaban hukum pemilik
produk dalam menggunakan jasa endorse yang dipasarkan melalui media
sosial merupakan kewagjiban-kewajiban pelaku usaha, sebagai pemilik
produk. Dalam pasa 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen.

3. Asas konsensualisme sebagaimana yang tersimpul dari ketentuan Pasal
1320 BW angka 1 (tentang kesepakatan atau toestemming), yang
menyatakan bahwa perjajian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat.

pemilik produk memberikan produk kepada jasa endorse untuk
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dipasarkan dan diiklankan di media sosia mereka dengan syarat yang
diberikan oleh pemilik produk, namun bila persyaratan tersebut
melanggar privas orang yang sebagal jasa endorse maka persetujuan
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak
berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

1. Seharusnya dikeluarkan regulas yang lebih jelas mengatur tentang
perbuatan hukum yang dilakuakan pelaku usah dengan jasa endorse agar
tidak terjadinya sengketa terhadap kedua belah pihak. Dan juga regulasi
tersebut diharapkan dapat melindungi hak dan kewagjiban anatara kedua
belah pihak.

2. Seharusnya pelaku usaha sebelum memasarkan produknya melakukan
pertemuan kepada pemilik jasa endorse, untuk menjelaskan tentang
produk yang akan dipasarkan dan menekankan pada aspek kejujuran.
Karena selama ini realita di sosial media, barang yang diiklankan tidak
sesuai dengan informasi barang tersebut.

3. Seharusnya pelaku usaha memberikan jaminan pertanggungjwaban kepada
pemilik jasa endorse bila barang dan/atau jasa yang diiklankan tidak sesuai
dengan keinginan konsumen sertainformasi yang kurang lengkap dan jelas
maka pelaku usaha harus menjamin pertanggungjawaban kepada pemilik

jasa endorse.
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